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BAB VI  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan penelitian beserta analisis yang terdapat di bab 

sebelumnya, dapat diketahui bahwa proses Implementasi Program Percepatan 

Penurunan Stunting di  Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten 

Bandung (Studi Kasus Kecamatan Katapang) dapat dikatakan belum cukup 

optimal, masih perlu dilakukan peningkatan dalam melakukan percepatan 

penurunan stunting. Hal ini dapat dilihat dari hasil pencapaian pendampingan 

keluarga berisiko stunting di Kabupaten Bandung pada Bulan Januari hingga 

September tahun 2023 yaitu 88.169. Selain itu, pada studi kasus yang diambil 

di Kecamatan Katapang dapat dilihat dari pencapaian pendampingan keluarga 

berisiko stunting pada Bulan Maret hingga Oktober yaitu 86%. Dalam hal ini 

masih memerlukan upaya peningkatan untuk melakukan percepatan penurunan 

stunting dalam mencapai target pendampingan keluarga berisiko stunting yaitu 

90%.  

Selain itu, masih terdapat kekurangan yang harus dibenahi di dalam 

implementasinya, yaitu masih perlu adanya pengembangan dan penguatan 

sistem data untuk mendapatkan data keluarga berisiko stunting, pemahaman 

masyarakat yang masih menganggap bahwa stunting  terjadi karena faktor 

keturunan dan gizi buruk, tidak adanya kualifikasi Tim Pendamping Keluarga 
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yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan, lalu anggaran yang diberikan 

pemerintah belum terfokus untuk stunting di setiap dinas nya.  

1. Kebijakan Ideal (The Idealized Policy) 

Berkaitan dengan aspek Kebijakan yang Ideal (Idealized Policy), 

pelaksana yaitu DP2KBP3A Kabupaten Bandung, Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bandung, Tim Pendamping Keluarga telah menerapkan 

kebijakan yang ideal yaitu 5 strategi yang di tuangkan dalam Perpres 

No. 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Selain itu, 

pemerintah juga sudah membuat Tim Percepatan Penurunan Stunting 

di Kabupaten Bandung sesuai arahan yang terdapat di kebijakan 

tersebut. DP2KBP3A dan  Dinas Kesehatan di Kabupaten Bandung 

telah melaksanakan intervensi sesuai dengan tugas dan pokoknya 

masing-masing. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dalam variabel 

teori kebijakan yang diidealkan, DP2KBP3A sudah melaksanakan 

tugas nya sesuai dengan teori yang mengatakan “pola interaksi ideal 

yang sudah didefinisikan di dalam kebijakan itu sendiri dan berusaha 

untuk diterapkan.” 

Dengan adanya komitmen dan visi kepemimpinan, komunikasi 

perubahan perilaku  dengan adanya sosialisasi atau kampanye untuk 

mempengaruhi masyarakat dalam mendukung percepatan penurunan 

stunting, pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok sasaran, 

konvergensi Intervensi Sensitif dan Intervensi Sensitif, ketahanan 

pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, dan 
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penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan 

informasi Komunikasi Perubahan Perilaku sudah terdapat kesesuaian 

antara apa yang dilakukan oleh DP2KBP3A dengan teori variabel 

kebijakan yang diidealkan. Akan tetapi masih ditemukan permasalahan 

pada sistem data, dimana sulit melakukan crosscheck ulang untuk data 

keluarga berisiko stunting dikarenakan masing-masing dinas memiiki 

sistem aplikasinya sendiri dan sulit diakses oleh dinas-dinas yang 

bersangkutan dalam percepatan penurunan stunting ini.  

2. Target Groups (Kelompok Sasaran) 

Berkaitan dengan aspek Kelompok Sasaran (Target Groups), 

pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting, kelompok 

sasaran yang dituju bisa dikatakan belum semua mendapatkan 

pelayanan dan pendampingan secara merata. Hal ini dapat dilihat dari  

capaian keluarga berisiko stunting di Kabupaten Bandung dalam 

periode bulan januari hingga september yaitu 88.169. 

Namun jika melihat dari studi kasus yang dipilih yaitu di Kecamatan 

Katapang, kelompok sasaran yang dituju dapat dikatakan hampir 

semuanya sudah mendapatkan pelayanan dan pendampingan, terdapat 

peningkatan dari capaian pendampingan di setiap bulannya. Hal ini 

dibuktikan dari data yang diberikan oleh Tim Pendamping Keluarga 

Kecamatan Katapang pada bulan maret hingga oktober dari pengolahan 

data yang dilakukan oleh peneliti terdapat peningkatan disetiap 

bulannya dapat dilihat pada tabel 5.2 hingga tabel 5.4. Selain itu, 
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terdapat kendala dari data keluarga berisiko stunting masih perlu 

penguatan sistem data untuk menyesuaikan data eksisting dengan OPD 

lainnya yang menangani stunting agar dapat menyesuaikan. Hal ini 

dapat dinyatakan bahwa data yang dimiliki oleh DP2KBP3A belum 

valid atau 100% akurat, hal ini karena ketika di cross check kelapangan 

tidak sesuai.  

3. Organisasi Pelaksana (The Implementing Actors) 

Berkaitan dengan aspek Organisasi Pelaksana (The Implementing 

Actors), OPD terkait Program Percepatan Penurunan Stunting yaitu 

DP2KBP3A Kabupaten Bandung, Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bandung, Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bandung, 

dan Tim Pendamping Keluarga, sejauh ini telah menjalankan 

komitmennya sebagai stakeholder yang menjalankan Program 

Percepatan Penurunan Stunting. Namun, di Kabupaten Bandung sendiri 

belum mencapai target stunting seperti yang dicantumkan dalam 

Perpress No. 72 Tahun 2021 yaitu 14%, serta pendampingan 90%. 

4. Faktor Lingkungan (The Environemental Factors) 

Berkaitan dengan aspek Faktor Lingkungan (The Environmental 

Factors), dalam pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting 

memilki aspek-aspek yang mempengaruhi berjalannya program ini. 

Pada aspek budaya, masih tingginya pemahaman bahwa stunting 

merupakan keturunan dan manusia kerdil itu masih melekat kuat di 

masyarakat. Pada aspek ekonomi, dalam hal ini perekonomian memang 
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menjadi salah satunya faktor yang mempengaruhi, namun tidak 

sepenuhnya karena masih banyak yang terkena stunting berasal dari 

keluarga yang cukup. Pada aspek sosial, dukungan dari kelompok 

sasaran sejauh ini sangat antusias dalam Program Percepatan 

Penurunan Stunting. Pada aspek politik, pihak DP2KBP3A Kabupaten 

Bandung dan OPD lainnya di dukung oleh pemerintah dengan adanya 

anggaran yang dikeluarkan untuk stunting. 

Adapun hal yang dipengaruhi oleh adanya Program Percepatan 

Penurunan Stunting yaitu sedikit demi sedikit ada perubahan dari 

masyarakat Kabupaten Bandung, timbulnya awareness dari masyarakat 

untuk mencegah terjadinya stunting baik yang akan menyambut buah 

hati hingga yang sudah memiliki buah hati. 

6.2. Rekomendasi 

Setelah memahami proses beserta temuan masalah yang didapatkan oleh 

peneliti, maka peneliti mencoba memberikan rekomendasi untuk 

permasalahan-permasalahan yang muncul untuk dapat membantu kesuksesan 

Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting di  Dinas Pengendalian 

Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung (Studi Kasus Kecamatan Katapang). 

Diantaranya:   

1. Perlu adanya peningkatan pada penguatan dan pengembangan sistem, 

data, dan informasi, agar setiap dinas tidak kesulitan untuk 

mendapatkan dan menyesuaikan data terkait stunting. Peningkatan dan 
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penguatan ini dapat dilakukan dengan membuat aplikasi digital 

manajemen satu data untuk memudahkan dalam pencarian terkait data 

stunting dan juga bisa bekerjasama dengan stakeholder lain untuk dapat 

mengumpulkan data-data terkait stunting yang akurat ke dalam 

aplikasi. Sehingga dapat memperkuat manajemen data dan 

meningkatkan efisiensi operasional.  

2. Perlu ditingkatkannya pemberian edukasi terkait stunting agar 

masyarakat jauh lebih mengerti dan paham betapa bahayanya stunting. 

Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan untuk 

memberikan pengetahuan dasar terkait stunting di tiap desa bersama 

kelompok sasaran yang dilakukan selama seminggu sekali dan juga 

bisa untuk dilakukannya beberapa kegiatan interaktif agar kelompok 

sasaran tidak jenuh, dalam kegiatan ini bisa dilakukan kerjasama 

dengan organisasi-organisasi yang ada baik didalam desa maupun 

diluar desa untuk dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan 

penekanan angka stunting.  

3. Perlu adanya kriteria umur dan pendidikan untuk Tim Pendamping 

Keluarga, karena hal ini dapat berpengaruh dari pemahaman tim itu 

sendiri, serta bagaimana mereka memberikan edukasi kepada 

kelompok sasaran. Selain itu, perlunya dinaikkan honorarium dari Tim 

Pendamping Keluarga. 

4. Masih perlu adanya penguatan dari DP2KBP3A Kabupaten Bandung 

dan setiap OPD lainnya terkait penguatan kepada kader itu sendiri 
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dalam mematahkan pemahaman atau mitos yang hingga saat ini masih 

terjadi di masyarakat terkait stunting. Hal yang bisa dilakukan terkait 

ini adalah pemberian pemahaman tambahan kepada beberapa tokoh 

masyarakat sekitar untuk diberikan edukasi terkait stunting, selain itu 

dibuatkannya sebuah buku saku atau modul untuk dibagikan kepada 

masyarakat atau bisa juga dengan membuat suatu poster terkait stunting 

di setiap desa-desa yang menjadi lokus stunting. 
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